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HONORER DI PADANGSIDIMPUAN DIVONIS 5 TAHUN PENJARA  

KASUS KORUPSI 5,79 MILIAR 

  

Sumber Gambar : sumut.antaranews.com 

 

Medan (ANTARA) - Akhiruddin Nasution (34), tenaga honorer di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemerintahan Kota (Pemkot) 

Padangsidimpuan, Sumatera Utara , divonis lima tahun penjara karena korupsi 

penyalahgunaan ADD (alokasi dana desa) tahun 2023, yang merugikan keuangan negara 

sebesar Rp5,79 miliar. “Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Akhiruddin Nasution 

dengan pidana penjara selama lima tahun penjara,” kata Hakim Ketua Yusafrihardi 

Girsang di ruang sidang Cakra VIII, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) 

Medan, Senin (16/12).  

Hakim menilai perbuatan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi berupa 

pemotongan ADD se-Kota Padangsidimpuan sebagaimana dakwaan alternatif kedua 

primer. “Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf 

b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 

(1) KUHP,” jelasnya.  

Selain penjara, majelis hakim juga menghukum Akhiruddin untuk membayar 

denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka 

diganti dengan pidana selama tiga bulan kurungan. Setelah membacakan putusan, Hakim 

Ketua Yusafrihardi Girsang memberikan kesempatan kepada terdakwa dan jaksa 

penuntut umum (JPU) untuk berpikir-pikir selama tujuh hari apakah mengajukan banding 

atau menerima vonis tersebut.  

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Padangsidimpuan yang 

sebelumnya menuntut Akhiruddin dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda 
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sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Sebelumnya JPU Kejari 

Padangsidimpuan Sartono Siregar dalam dakwaan menyebutkan, terdakwa Akhiruddin 

Nasution melakukan pemotongan ADD sebesar 18 persen per desa untuk seluruh desa se-

Kota Padangsidimpuan pada tahun anggaran (TA) 2023.  

“Kasus ini bermula setelah terbitnya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 22 tahun 

2023 pada 4 Agustus 2023 yang meningkatkan besaran ADD untuk setiap desa,” ujarnya. 

Dalam Perwal tersebut, lanjut dia, menyebabkan perubahan mekanisme pencairan ADD 

yang sebelumnya disampaikan melalui Camat kepada Walikota, kini dialihkan ke Kepala 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Padangsidimpuan.  

“Menurut hukum, pembagian ADD seharusnya dilakukan secara proporsional, 

memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 

kesulitan geografis setiap desa,” sebut dia. Namun, Perwal yang diterbitkan ini 

memberikan celah bagi terdakwa Akhiruddin Nasution dan Ismail Fahmi Siregar (DPO) 

selaku Kadis PMD Padangsidimpuan, untuk memotong dana ADD masing-masing desa 

sebesar 18 persen.  

“Dalam kasus ini, menyebabkan kerugian keuangan negara senilai 

Rp5.794.500.000 atau Rp5,79 miliar lebih, berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan 

oleh Inspektorat Kota Padangsidimpuan,” jelasnya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://sumut.antaranews.com/berita/604654/honorer-di-padangsidimpuan-divonis-5-

tahun-penjara-kasus-korupsi-rp579-miliar, 16 Desember 2024 

2. https://startnews.co.id/kasus-korupsi-rp579-miliar-honorer-di-padangsidimpuan-

divonis-5-tahun-penjara, 17 Desember 2024 

 

Catatan Berita: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana  

Pasal 55  

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, menyuruh 

melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan memberi 

atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 

dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, 

sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan 

perbuatan. 

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 

diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. 

https://sumut.antaranews.com/berita/604654/honorer-di-padangsidimpuan-divonis-5-tahun-penjara-kasus-korupsi-rp579-miliar
https://sumut.antaranews.com/berita/604654/honorer-di-padangsidimpuan-divonis-5-tahun-penjara-kasus-korupsi-rp579-miliar
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Pasal 183  

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. 

 

Pasal 184 

(1) Alat bukti yang sah ialah: 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli; 

c. surat; 

d. petunjuk; 

e. keterangan terdakwa. 

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001. 

Pasal 2  

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

 

Pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 
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denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Pasal 18  

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : 

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau 

barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana 

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang 

tersebut; 

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan 

harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi; 

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) 

tahun; 

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh 

atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh 

Pemerintah kepada terpidana. 

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita 

oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka 

dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum 

dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan 

lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 

 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019. 

Pasal 1 

Angka 1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 
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Angka 2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan 

eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 

berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Angka 4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk 

mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya 

koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

Pasal 55  

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari 

pertanggungiawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut 

telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan 

peniadaan pidana tersebut. 

 

Pasal 603 

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 2 (dua) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 

II dan paling banyak kategori VI. 

 

Pasal 604  

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau 

Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 

sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. 
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5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana 

Desa 

Pasal 1  

Angka 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Angka 6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 

Angka 7. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan 

tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan 

kemasyarakatan. 

Angka 27.  Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat 

penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 

penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa 

dalam 1 ( satu) rekening pada bank yang ditetapkan. 

 

Pasal 2  

Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. penganggaran; 

b. pengalokasian; 

c. penyaluran; 

d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; 

e. penggunaan; 

f. pemantauan dan evaluasi; dan 

g. penghentian dan/ a tau penundaan penyaluran Dana Desa. 

 


